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PUTUSAN
Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir tanggal 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, lahir tanggal 01 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal
Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya
tertanggal 26 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Agama Payakumbuh dengan register Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal

07 Mei 2018 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah
pada tanggal 03 Juli 2004 yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah
NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 23 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di
rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota lebih kurang 3
tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah yang dibuat Pemohon dan
Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
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3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
3.1. ANAK | PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 06 April 2005;

3.2. ANAK Il PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 30 September

2008;

3.3. ANAK Il PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 09 Mei 2012;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2015 mulai tidak rukun atau goyah,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang lain yang
bernama PIL, Pemohon mengetahui hal tersebut dari tingkah laku
Termohon sehari-hari bahkan Termohonpun mengakui bahwa ia telah
menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

4.2. Termohon sering cemburu dan curiga terhadap Pemohon tanpa sebab
dan alasan yang jelas;

4.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon sering
menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Termohon
sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati
Pemohon;

4.4. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan,
padahal Pemohon sudah berusaha bekerja sesuai dengan
kemampuan Pemohon, tetapi Termohon tidak menghargai usaha ynag
telah Pemohon lakukan;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama dan Pemohon
sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi
Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon, bahkan antara Pemohon
dan Termohon pernah 3 (tiga) kali berpisah tempat tinggal kemudian rukun
kembali;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2015 yang
disebabkan karena Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan

laki-laki yang bernama PIL, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak
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itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih
kurang 2 tahun 4 bulan lamanya;

7. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Termohon tidak ada untuk
memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak
mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang
rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

9. Bahwa Pemohon sekarang sanggup menanggung segala biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Payakumbuh c.g. Majelis Hakim Pengadilan Agama
tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil
kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Adriamus bin Wiserman) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Eri Julia binti Rusdi) di
depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada
tanggal 9 Mei 2018 dan tanggal 22 Mei 2018 yang relaas panggilannya
dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan
alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Buku Nikah NOMOR tanggal 23 April 2018, yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten
Limapuluh Kota, yang telah dinazegelen serta telah dicocokan dengan
aslinya bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI | PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi
adalah Ayah kandung Pemohon dan Termohon menantu saksi di bawah
sumpahnya memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2004;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah
tangga di rumah orang tua Termohon di, Kabupaten Limapuluh Kota,
hingga berpisabh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun,
tetapi sejak bulan Mei 2015 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki
lain yang bernama PIL, dan juga karena masalah uang yang dipanjam
oleh Pemohon dan Termohon kepada saksi, ketika saksi menagih
uang tersebut, Termohon langsung memaki-maki saksi, sehingga
keluarga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar
lebih dari 2 tahun, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman
bersama;

- Bahwa Pemohon maupun pihak keluarga tidak pernah mengusahakan
perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI Il PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi
adalah Paman  Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagi berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 2004;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Lareh Nan Panjang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal
tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-
laki lain, dan saksi mengetahui perselingkuhan tersebut karena
Termohon dan laki-laki tersebut di bawa kehadapan saksi ketika itu
saksi sebagai ketua Pemuda di Jorong Lareh Nan Panjang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon mengusir Pemohon dari
tempat kediaman bersama dengan cara membungkus seluruh
pakaian Pemohon lalu Termohon sambil berkata “pailah waang dari
siko” artinya pergilah kamu dari sini;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sekitar 2 (dua) tahun

- Bahwa Pemohon maupun pihak keluarga tidak pernah mengusahakan
perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Perkara Nomor 0264/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan
mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap
dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon
datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan
tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak
pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang
dibenarkan oleh hukum (default without reason), meskipun Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang
menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan
Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat
diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi
nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan
Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia
untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh
karena itu mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara
dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang
pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti
(P) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi kutipan akta nikah telah
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang
dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2004, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa
bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah
terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, karena itu
Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan
permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon,
oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan
Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan
permohonan cerai terhadap Termohon adalah Termohon menjalin hubungan
cinta dengan laki-laki yang lain yang bernama Agus, Termohon sering cemburu
dan curiga terhadap Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, Termohon
sering menanggapi permasalahan rumah tangga dengan emosi dan marah-
marah, bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang
menyakitkan hati Pemohon, Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang
Pemohon berikan sehingga terkesan Termohon tidak menghargai Pemohon
akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon pernah 3 (tiga) kali berpisah

tempat tinggal kemudian rukun kembali. Kemudian pertengkaran terakhir terjadi
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pada bulan Desember 2015 yang disebabkan karena Termohon ketahuan
menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama Agus, sehingga terjadi
pertengkaran mulut, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah
tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 4 bulan lamanya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban
dari Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat
bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon membuktikan
tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Majelis Hakim
pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat
tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara
pribadi (in person) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan
di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya,
dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut
telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan
penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu saksi pertama menerangkan bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon
berselingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL, akibat hal tersebut Pemohon
dengan Termohon telah berpisah sekitar 2 tahun sedangkan saksi kedua
menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun
lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain akibat hal tersebut
Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun
keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan
dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan
ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg dan Pasal 308-309 RBg., secara formil dan
materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut apa bila
dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta

yang sudah dikonstatir sebagai berikut:
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- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah
sejak tanggal 03 Juli 2004 dan belum pernah bercerai;

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak;

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa benar penyebabnya karena Termohon telah berselingkuh dengan
laki-laki lain bernama PIL;

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sekitar 2 tahun;

- Bahwa benar tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon
dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis

Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga

Pemohon dan Termohon tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena

sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang

disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan

Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun

hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi

menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu
mengetengahkan petunjuk dalil syar’i dalam Al-Qur’an surat Al-Rum ayat 21

berbunyi :
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Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya
tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudaratan yang lebih
besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya yang
berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis
Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (solution) yang
tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari
pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Figih yang berbunyi:

mlaal Qs e 2 dia de lial 350

Artinya:  “Menolak  kemudharatan lebih  utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan.”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga
seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi
mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena
masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak
ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan
tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan
hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap
dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni
kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah:;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim
perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat

Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:
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e foas ) 8 (33Ul ) sa e
Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui’.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan
telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka
sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan
Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan
talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan
maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang
Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan
Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan
dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi,
M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Anneka Yosihilma, SH.,
MH., masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan
didampingi oleh hakim anggota yang sama serta dibantu oleh Mulyani, SH
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;
Ketua Majelis
ttd
Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag
Hakim Anggota
ttd

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

ttd

Anneka Yosihilma, SH., MH

Panitera Pangganti
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ttd

Mulyani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran :Rp  30.000,-

2. Biaya proses ‘Rp 50.000,-

3. Leges ‘Rp 3.000,-

4. Biaya panggilan :Rp 300.000,-

5. Biaya meterai 'Rp 6.000,

6. Redaksi 'Rp 5.000,-
Jumlah :Rp.  394.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Payakumbuh, 04 Junil 2018

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. H. Armen, SH
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